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MOTTO : 

 “Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama 

kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.” 

(HR Tirmidzi) 

YOU ONLY LIVE ONCE, MAKE IT MEANINGFUL 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Orangtuaku yang terkasih dan tercinta 

 Adik - adikku yang sangat kusayangi 

 Sahabat Seperjuanganku 

 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Palembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A.  Latar Belakang 

 Saat ini, seluruh bagian dunia tengah ditimpa wabah virus 

 yangsangat menggemparkan dan berbahaya untuk kesehatan. Virus ini 

disebut virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2   

(SARS-CoV-2).  Penyakit yang disebabkan oleh virus ini  disebutCorona 

Virus Disease 19 (COVID 19). Virus ini menyerang  pada sistem 

pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, kerusakan pada paru-paru secara 

permanen, hingga kematian.1 

Virus ini bisa dengan mudah menyerang tubuh  dan dapat dengan 

cepat ditularkan. Dengan makin banyaknya penularan virus tersebut, 

efektivitas sumber daya manusia menjadi ikut menurun dan menyebabkan 

kerusakan di berbagai aspek, terutama aspek perekonomian. Aspek 

perekonomian terkena dampak yang cukup signifikan karena sumber 

penghasilan tiap masyarakat menjadi berkurang karena perusahaan 

mengalami kerugian akibat pandemi COVID 19 saat ini.     

 Jika berbicara tentang perekonomian, peran lembaga keuangan 

 dalam pertumbuhan perekonomian sangatlah utama khususnya lembaga 

 keuangan perbankan. Jasa bank merupakan salah satu tonggak dasar dalam 

pembangunan  ekonomi suatu negara karena lembaga perbankan berperan 

                                                             
1 https://www.alodokter.com/berbagai-gejala-infeksi-virus-corona-dari-yang-ringan-hingga-berat. 

Diakses pada 8 Oktober 2020. 

https://www.alodokter.com/berbagai-gejala-infeksi-virus-corona-dari-yang-ringan-hingga-berat
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sebagai penyedia alat pembayaran dan mekanismenya yang efektif dengan 

cara menyediakan fasilitas uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Bank 

 juga memiliki pernanan menerima tabungan dari nasabah dan 

 meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana.  Inilah peran 

terpenting bank dalam pembanguan ekonomi.  Tanpa adanya peran bank 

dalam menjalankan keuangan negara, pertumbuhan ekonomi tentu akan 

sangat terhambat.  

 Seiring berjalannya waktu, pemberian kredit merupakan suatu hal 

 yang hampir semua masyarakat menjadi peran penting dalam 

 pelaksanaanya. Pemberian kredit memiliki peran yang cukup penting 

 dalam keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Pemberian kredit 

tersebut diberikan kepada masyarakat melalui suatu perjanjian antara 

pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum sehingga 

menimbulkan suatu hubungan hukum.  

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 

 ayat 11 tentang perbankan menjelaskan pengertian kredit di rumuskan 

 sebagai “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan 

 itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar 

 Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

 hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”2. 

                                                             
2 Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, Jakarta:Asa Mandiri, 

2008, hlm. 65 
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 Dalam implementasi perjanjian kredit yang sudah diatur dalam Kitab 

 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian kredit menurut 

 hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian 

 pinjam meminjam yang diatur dalam Buku ketiga KUH Perdata yaitu pada 

 Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Perjanjian kredit 

 berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

 akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya3.  

 Ini  menandakan bahwa perjanjian kredit yang diberikan oleh bank 

kepada debitur adalah ketetapan yang diatur pasti dan memiliki standard isi, 

yang tertuang dalam konsep  tertulis yang telah disusun tanpa 

membicarakan isinya kepada debitur , kemudian diformulasikan  dalam 

bentuk formulir perjanjian dan beberapa aturan-aturan baik itu aturan utama 

dan tambahan. 

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapapun  yang 

berkemampuan untuk menjalaninya , melalui perjanjian utang  piutang 

antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman 

(debitur) dilain pihak.4 Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. 

Sedangkan tiap manusia memiliki batas kemampuan kemampuan, sehingga 

membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan modal  untuk 

                                                             
3  Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam 

Pembangunan Perekonomian Indonesia), Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 22 
4 Djoni S.Gazali, 2010, Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.4 
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memenuhi kebutuhan hidupnya5.Dalam pemberian kredit, pihak bank 

selaku kreditur menerapkan asas perjanjian untuk disepakati.  

Setelah perjanjian6 disepakati, maka timbul kewajiban pada diri 

kreditur, yaitu memberikan  uang yang sesuai dengan perjanjian kepada 

debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur 

pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak.  Hak 

dan kewajiban debitur merupakan timbal balik dari hak dan kewajiban 

kreditur. 

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan pihak bank tentu  

tidak selalu berjalan sesuai harapan, khususnya di era pandemi COVID 19 

saat ini. Pasalnya, banyak debitur yang masih memiliki kewajiban 

pembayaran kredit di bank ditimpa masalah seperti pemutusan kontrak kerja 

secara sepihak dan pengurangan pendapatan dari tiap perusahaan karena 

dampak COVID 19 ini telah menyebar di berbagai aspek sehingga 

menyebabkan kurang keuntungan perusahaan. Akibatnya, banyak debitur 

yang lalai menjalankan kewajiban pembayaran kredit lalu terjadilah kredit 

bermasalah atau kredit macet.  

Permasalahan kredit macet yang seringkali terjadi dalam dunia 

perbankan adalah keadaan wanprestasi dari pihak debitur yang kemudian 

menjadi salah satu permasalahan utama yang dialami pihak bank terutama 

                                                             
5  Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.6 
6 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group,2004, hlm 134 
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di era  pandemi  COVID 19 saat ini. Jika hal seperti ini  sudah terjadi, maka 

pihak bank mau tidak mau harus membuat kebijakan demi kebijakan untuk 

menyelesaikan kredit bermasalah dengan sangat efisien agar keuntungan 

bank dapat terus stabil. Tindakan bank dalam usaha penyelesaian kredit 

bermasalah ini  berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK).  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 11 /POJK.03/20207 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk 

menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit 

atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan 

pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit. 

Melalui kebijakan tersebut, pihak bank dapat menyelesaikan permasalahan 

kredit macet di masa pandemi COVID 19 ini. Selain menguntungkan bagi 

pihak bank, kebijakan yang baru muncul ini juga memberi angin segar bagi 

debitur karena menjanjikan ‘relaksasi kredit’. OJK menegaskan 

diperlukannya kerja sama antara nasabah dan pihak bank atau perusahaan 

pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan relaksasi itu. 

 Tindakan bank dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah juga 

tergantung pada nasabah debitur karena ada nasabah debitur kooperatif yang 

                                                             
7 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11pojk032020-tahun-2020. 

Diakses pada 20 Oktober 2020. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11pojk032020-tahun-2020
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memiliki itikad baik dan itikad tidak baik.8 Apabila ada itikad baik dari 

nasabah debitur, proses penyelesaian pun  tidak akan terhambat. Sebaliknya, 

jika tidak adanya itikad baik dari nasabah debitur, maka itulah yang akan 

menghambat proses penyelesaian kredit bermasalah. 

 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit 

 Konsumer Palembang  merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

 mempunyai cakupan jaringan yang luas di Indonesia. Salah satunya 

 adalah  memberikan  komitmen untuk kemudahan penyaluran 

 pembiayaan  sebagai tambahan untuk modal usaha dan Kredit 

 Kepemilikan Rumah  (KPR). Ini merupakan salah satu jenis fasilitas 

 pembiayaan  Bank Negara  Indonesia yang disebut BNI Griya. BNI 

 Griya  merupakan fasilitas  pembiayaan konsumtif yang dapat 

 digunakan untuk tujuan Pembelian,  Pembangunan/Renovasi, Top Up, 

 Refinancing, atau Take Over properti berupa rumah tinggal, villa, 

 apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah 

 kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan 

 dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.9 

Namun, seperti yang terjadi saat ini dilapangan, masih banyak pihak 

debitur yang tidak melaksanakan kewajiban pengembalian  pembiayaan 

kredit seperti yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, pihak bank 

                                                             
8 Ramlan Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Bandung: Makalah 6 Agustus 

2005, hlm.226 
9  https://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya . Diakses pada 8 Februari 2021. 

https://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya
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BNI menerapkan beberapa kebijakan tambahan di masa pandemi COVID 

19 untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kebijakan ini meliputi 

cara penyelesaian yang dilakukan oleh bank BNI untuk mengatasi kredit 

bermasalah yang terjadi khususnya di masa pandemi COVID 19. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis akan 

menjelaskan dan mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah di masa 

COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit 

Konsumer Palembang yang akan penulis tuangkan dalam penulisan skripsi 

dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BNI 

GRIYA DI MASA COVID 19 PADA PT. BANK NEGARA 

INDONESIA (PERSERO) TBK. SENTRA KREDIT KONSUMER 

PALEMBANG.” 

 

 

 B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

 penulis ajukan adalah : 

1. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian 

kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit 

Konsumer Palembang? 
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2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit 

di masa COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Sentra Kredit Konsumer Palembang?  

  

 C.  Tujuan Penelitian  

  Sebuah penelitian yang baik harus memiliki tujuan yang ingin 

 dicapai, tujuan utama penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 

kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Sentra Kredit Konsumer Palembang. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyelesaian kredit 

bermasalah dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

 pihak  khususnya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra 

 Kredit Konsumer Palembang.dalam hal penyelesaian kredit bermasalah 

 yang berdasarkan pada perjanjian kredit di masa pandemi COVID 19 saat 

 ini.  
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang gambaran tanggung jawab para pihak dalam 

perjanjian kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang. 

2.  Manfaat Praktis   

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat agar dapat 

mengetahui tata cara penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian 

kredit di masa pandemi COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang. 

 E.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada skripsi ini dibatasi dan memfokuskan kepada 

pokok bahasan yakni menjelaskan tanggung jawab para pihak dalam 

perjanjian kredit BNI Griya serta menganalisis penyelesaian kredit 

bermasalah BNI Griya dalam perjanjian kredit di masa COVID 19 pada PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang. 

  

 F.  Kerangka Teori 
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Teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai  

konsep10. Dalam hal ini, beberapa teori digunakan untuk membantu penulis 

menjawab permasalahan teori yang mana teori merupakan sumber tenaga 

 bagi penelitian.  

Beberapa teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu :   

 1. Teori Tanggung Jawab 

  Hans Kelsen berpendapat  dalam teorinya mengenai tanggung jawab 

hukum bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan 

yang bertentangan11. Hans Kelsen juga menegaskan bahwa12: “Kegagalan 

untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut 

kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu 

jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang 

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa 

maksud jahat, akibat yang membahayakan.”  

                                                             
10 Madekhan. “Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif” Reforma: Jurnal Pendidikan 

dan Pembelajaran,Vol. 7 No. 2, 2018,hlm.63 
11 Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori 

Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif 

Empirik,Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007,hlm. 81 
12 Ibid hlm. 83 
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Selanjutnya, ia membagi beberapa jenis mengenai tanggungjawab 

terdiri dari13:  

1. Tanggung jawab sebuah individu yaitu bertanggung jawab terhadap 

pelanggaran yang telah dilakukannya sendiri;  

 2. Tanggung jawab kolektif adalah bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang 

lain;  

3.  Tanggung jawab didasarkan kesalahan artinya ketika seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya 

karena  sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan 

kerugian;  

4.  Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena ketidak 

sengajaan . Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan 

sebagai liability dan responsibility,istilah liability menunjuk pada 

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan 

yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik14. Teori ini lebih 

menekankan arti tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan sehingga teori  tanggungjawab dimaknai dalam 

                                                             
13 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien,Teori Hukum Murni, 

Bandung:Nuansa & Nusa Media,2006, hlm. 140.  
14 HR. Ridwan,Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006,hlm. 337. 
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arti liabilty15, yaitu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum 

seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan 

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu  sanksi dalam kasus 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan 

suatu Negara, adanya kewenangan inilah yang memicu adanya 

pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; 

“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no 

authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”(tidak 

ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)16.  

  Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab  dalam 

 perbuatan melanggar hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori,  yaitu:17 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), yaitu tergugat 

telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 

penggugat atau  mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian.  

b. Tanggung jawab yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort 

lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang 

                                                             
15 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, 

Jakarta:Raja Grafindo Perss, 2011,hlm. 54.  
16 Ibid hlm. 352 
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,hlm. 336  
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berhubungan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur 

(interminglend).   

c. Tanggung jawab mutlak akibat melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability). Tanggung jawab ini  

berdasarkan pada perbuatannya baik secara disengaja maupun tidak.  

 

2.  Teori Wanprestasi  

  Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur gagal 

 memenuhi prestasi yang disepakati dalam suatu kontrak, dikarenakan 

 kelalaian atau niat debitur itu sendiri dan dalam keadaan  yang 

 memaksa.18  

Munir Fuady menyatakan, wanprestasi ialah keadaan dimana tidak 

terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang dibebankan oleh pihak-

pihak yang berkaitan dalam berkontrak.Hal ini merupakan pengalihan 

pelaksanaan dalam satu pihak yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu 

kerugian19. Tiap individu ataupun badan hukum dapat membuat persetujuan 

yang menimbulkan perikatan antara pihak maupun pihak-pihak lainnya. 

Menurut A. Qirom Syamssudin dapat dinyatakan melakukan wanprestasi 

apabila20 :  

                                                             
18 R Subekti, R. Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11 
19 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) buku kedua, Bandung: Citra 

Aditya bakti, hlm. 87  
20 A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty,1985, 

hlm.26  
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 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali  

Apabila debitur tidak  memenuhi kewajiban sebagaimana 

yang ditelah disepakati didalam perjanjian, debitur dapat dikatakan 

tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya  

Apabila debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan 

kesepakatan, dan apabila prestasi yang keliru  tersebut tidak dapat 

diperbaiki lagi debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi.  

3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya 

Apabila debitur memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu  

seperti yang telah disepakati, maka debitur dianggap wanprestasi. 

  

3.  Teori Penyelesaian Sengketa 

  Secara teoritis, penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 cara 

 yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah 

 suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana 

 penyelesaian ini harus mengikuti persayaratan-persyaratan dan prosedur 

 formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk 

 menyelesaikan sengketa lebih lama.  Penyelesaian sengketa secara non 
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 litigasi adalah penyelesaian sengketa  diluar pengadilan. Di Indonesia 

 terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa, yaitu21: 

 1. Negosiasi  

  Menurut M.Marwan dan Jimmy P,  negosiasi adalah proses 

tawar menawar dengan cara perundingan antara para pihak yang 

bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.  

2. Mediasi  

  Adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang 

melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat 

diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. 

3. Konsiliasi 

  Yaitu upaya  mempertemukan titik keinginan dari pihak-

pihak yang bersengketa agar dapat dicapai suatu kesepakatan guna 

menyelesaikan sengketa dengan cara damai. 

  

 

4. Arbitrase  

  Merupakan suatu langkah penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak 

ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa. 

                                                             
21 Munir Fuady,Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung:Citra 

Aditya Bakti, 2003, hlm.12  
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 F.  Metode Penelitian 

  1. Jenis Penelitiaan 

  Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dapat disebut 

dengan  penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataannya di masyarakat22.  

  Penelitian Hukum yuridis empiris juga dapat dikatakan 

sebagai  metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang 

didapat  dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung. 

 

2. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di PT. Bank  

 BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.  

3.  Sumber dan Jenis Data 

  Bahan yang digunakan untuk penelitian hukum skripsi 

ini,yaitu: 

                                                             
22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm.15 
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a. Bahan  hukum primer adalah bahan hukum primer merupakan 

bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-

undangan23. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah 

peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu 

: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

3. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.   

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 

Tentang  Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan 

Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.  

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 

Tentang  Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (POJK 11/2020).  

6. POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Otoritas Jasa  KeuanganNomor11/POJK.03/2020. 

                                                             
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Ke-2,Jakarta, Kencana 

Prenada Media Group, 2006,hlm.141  
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7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 

1993. 

8. PMK 27/2016   

9. Akta Perjanjian Kredit BNI Griya 

b. Bahan   hukum   sekunder  adalah bahan  hukum yang   sifatnya 

menjelaskan  bahan  hukum  primer  yaitu  berupa  buku-buku  

literatur,  jurnal-jurnal hukum teori  pendapat yang  berkaitan   erat   

dengan permasalahan yang dikaji. Termasuk pula dalam bahan hukum 

sekunder adalah wawancara dengan narasumber.   

c. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan 

hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat 

kabar, dan  sebagainya24. 

 

 

 

4.  Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

 pendekatan penelitian, antara lain : 

a.  Pendekatan Yuridis Sosiologis 

                                                             
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23  
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis.Pendekatan yuridis sosiologis 

adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai 

institusi sosialyang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan 

nyata25. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian 

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris 

dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu menganalisis 

penyelesaian kredit bermasalah BNI Griya di masa COVID 19 

yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Sentra Kredit Konsumer Palembang.   

b. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah serta mempelajari seluruh peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang  sedang ditangani. Pendekatan Perundang-

Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu 

undang-undang dengan regulasi lainnya26.   

 

5.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                             
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, 

hlm. 51 
26 Peter Mahmud Marzuki.Penelitian Hukum Edisi Revisi, Surabaya: Kencana,2005,hlm.133-134 
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  Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum 

menggunakan  teknik wawancara atau quisioner dan studi 

kepustakaan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan 

beberapa staf PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit 

Konsumer Palembang., KUH  Perdata,Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 atas perubahan atas  Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 

/Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban  Penyusunan Dan Pelaksanaan 

Kebijakan Perkreditan Atau  Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11 /POJK.03/2020 Tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical 

Dampak Penyebaran Corona Virus Disease  2019, POJK Nomor 

 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa 

KeuanganNomor11/POJK.03/2020, Surat Edaran  Bank 

Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, PMK 27/2016, Akta 

Perjanjian Kredit BNI Griya buku-buku, serta jurnal dan web yang 

tersedia di laman internet.  

 

6.  Teknik Analisis Bahan Hukum  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisi deskriptif 

kualitatif27, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau 

lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan 

yang utuh. Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif ini 

didasarkan pada data yang terkumpul dan merupakan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden yang 

kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori 

yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan 

permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik 

kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.  

 

7.  Teknik Penarikan Bahan Hukum 

  Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara 

 deduktif, yaitu kemampuan berpikir yang didasarkan pada hal yang 

bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai 

dengan  inti permasalahan tersebut. 

 

 

 

                                                             
27 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji,Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:CV Rajawali,2009, hlm. 

13 
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